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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA.

Menimbang:a bahwa berdasarkan ketentuan pasal 343 ayat (l) peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor ti6 tahun ztitz ientang rata
9..1 Perencanaan, gendalian dan Evaluasi
lembanSulan Daerah, ata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang tencana e.-U""t"""n JangkaMenengah Daerah, serta Tata Ca.a p".uLilran Rencananjang Daerah, Rencana

gah Daerah, dan Rencana
yang menyebutkan bahwaa Perangkat Daerah dapat

pelaksanaannya dalam . oh:::'\1:.r","jt"*",r;,Y;ltiX:
adanya ketidaksesuaian dengan pe.Xe-ba.tga.r;-

b

c

bahwa peraturan Bupati Tana Toraja Nomor l9 Tahun 2017
lentang Rencana Ke{a pemerintah Daerah Kabupaten TanaToraja Tahun 2018 tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam Tahun 20lg sehingg" p"il, disesuaikan dan
diubah;

lafwa berdasarkan pertimbanagn sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu -"rr"t"pk^., peraturan
Bupati Tana Toraja tentang perubahan Atas peraturan
Bupati Nomor 19 Tahun 20 1 7 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 20lg
Undang-Undang Nomor 29 Tahurr 1959 tet)tarrgPembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi
ltrlbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomorNomor 1822);

Mengingat: 1.
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2

3

4

5

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4256);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Ta.mbahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor g2,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang_
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 200g ten tang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a817l;

9. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2OOg tentang
Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8r7l;
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor l3 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah;

1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g6 Tahun 20 17
tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Ke{a Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun
20 18 tentang Rencana Keda Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2019;

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 114 Tahun
2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 201 8;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun
2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 -
2030;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016 - 2O2l;

19. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 18

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;

Tahun 20i8
Tana Toraja
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Menetapkan

}IEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TANA TORA"IA TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Tana Toraja
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Keda pemerintah
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 201g( Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 19), diubah
sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 2 dan pasal 3, disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

RKPD Perubahan Tahun 2018 disusun dengan maksud :

a. Pedoman bagi Organisasi perangkat Daerah dalam
menJrusun Rencana Ke{a ( Renja ) OpD perubahan
tahun 2018;

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Kebijakan Umum perubahan Anggaran dan prioritas
Plafon Anggaran sementara (ppAS) perubahan Tahun
Anggaran 2018;

c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanjan
Daerah Perubahan Tahun Anggaran 201g;

d. Sebagai bahan evaluasi untuk memastikan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan Tahun
Anggaran 2018 telah diasusun berlandaskan RKpD
Perubahan Tahun 2018.

Pasal 6A

2. Diantara Pasal 6 dan pasal 7, disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 6,{ sehingga berbunyi sebagai berikut:

Rincian Perubahan RKpD Kabupaten Tana Toraia Tahun
2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ieraturan
Bupati ini dan merupakan bagian terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati iniairrrd*gk i.-'** 
u, mulai berlaku pada tanggal

ASar setiap orang mpengundangan peratu
penempatannya dalam Beri

u

Ditetapkan di Malale
padatanggal 2Z Jul_i 2O1B

TANA TORA.'A,

BIRtrTGI(AITAI

Diundangkan di Makale
pada tanesal 27 JuIi 20'!S

A DATRAH KABT'PATEN TAITA TOR.E"IA,

l&
IL

BI'RA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORTq"IA TAHUN 2018 NOMOR 22


